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BUPATI PAKPAK BHARAT 

PROVINSI SUMATERA UTARA 
 

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2019   

 

 TENTANG 
 

 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PAKPAK BHARAT, 
 

Menimbang 
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a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang 
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 

Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan 
Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor 22 

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009  tentang Pedoman 

Penetapan Izin Gangguan di Daerah dan Surat Edaran 
Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3231/SJ Tanggal 19 
Juli 2017 tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 19 Tahun 2017 menyatakan Pemerintah 
Kabupaten/Kota diminta segera melakukan Pencabutan 
Peraturan Daerah terkait dengan Izin Gangguan dan 

Pungutan Retribusi Izin Gangguan, sehingga Peraturan 
Daerah  Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi 

Perizinan Tertentu (Lembaran  Daerah Kabupaten Pakpak 
Bharat Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 91) 

sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2016  tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah  Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11 Tahun 2010  
tentang Retribusi  Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pakpak Bharat  Tahun 2016 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat 
Nomor 118) perlu diubah; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11 Tahun 2010 tentang 
Retribusi Perizinan Tertentu. 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten 
Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di 

Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5049); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 

tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin 
Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin 

Gangguan di Daerah; 
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang 

Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat 

Nomor 91) sebagaimana telah  diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 5  Tahun 2016 tentang Perubahan atas 
Perturan Daerah  Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11 

Tahun 2010  tentang Retribusi Perizinan Tertentu 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Pakpak Bharat Nomor 118); 

9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak 
Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat 
Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 124). 
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Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN PAKPAK BHARAT 
dan 

BUPATI PAKPAK BHARAT 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 
11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN 

TERTENTU. 
 

Pasal I 

 
Beberapa ketetuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang 
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat 

Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat 
Nomor 5) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang 
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat 
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat 

Nomor 118) diubah sebagai berikut: 
  

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi 
sebagai berikut:  

 

Pasal 2 
 

(1) Dengan nama: 

a. Retribusi lzin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai 
pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu 

bangunan; 
b. Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut 

retribusi atas pemberian izin untuk melakukan penjualan 

minuman beralkohol; 
c. Dihapus; 
d. Retribusi lzin Trayek dipungut retribusi atas pembayaran atas 

pemberian izin angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek. 
(2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil 
dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan 
pelayanan tersebut secara cuma cuma. 

 
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6) dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 3 

 
(1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) huruf a, adalah pemberian izin untuk mendirikan 

suatu bangunan.  
(2) Pemberian lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan 

peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya 
agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata 
ruang dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), 
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Koefisien Luas Bangunan (KLB), Pengawasan Koefisien Ketinggian 
Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang 

meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan 
bagi yang menempati bangunan tersebut.  

(3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah. 

(4) Objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah pemberian izin untuk melakukan 
penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu. 

(5) Dihapus.  
(6) Dihapus.  
(7) Objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) huruf d, adalah pemberian izin kepada orang pribadi 
atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang 
umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. 

 
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 4 

 
(1) Subjek retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau badan hukum yang 
memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB).  

(2) Subjek retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah orang pribadi atau badan hukum yang 
memperoleh Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.  

(3) Dihapus. 

(4) Subjek retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) huruf d adalah orang pribadi atau badan hukum yang 

memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah. 
 

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

 
 Pasal 5 

 
Golongan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat 
Penjualan Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Trayek termasuk 

golongan Retribusi Perizinan Tertentu. 
 

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 6 
 

(1) Tingkat penggunaan jasa retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diukur dengan rumusan yang 
didasarkan atas faktor luas bangunan, jenis bangunan dan lokasi 

bangunan.  
(2) Tingkat penggunaan jasa retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diukur berdasarkan atas 

faktor lokasi/tempat penjualan minuman. 
(3) Dihapus. 
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(4) Tingkat penggunaan jasa retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diukur berdasarkan atas jenis 

kendaraan dan jangka waktu izin. 
6. Pasal 10 dihapus.  

 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Pakpak Bharat.  

 

Ditetapkan di Salak  

pada tanggal 24 Juni 2019  
     Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT, 

 

             ttd  
 
 

 ASREN NASUTION 
 

 
Diundangkan di Salak  
pada tanggal 25 Juni 2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, 
 

   ttd 
              
SAHAT BANUREA 

 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2019 NOMOR 8 

 

 

 

 

 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, 

PROVINSI SUMATERA UTARA (8/73/2019) 
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PENJELASAN  

ATAS 

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 

NOMOR 8 TAHUN 2019 

 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH 

 KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 11 TAHUN 2010  

TENTANG RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU 

 

I. UMUM 

 

Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin 

Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009  tentang 

Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dan Surat Edaran Menteri 

Dalam Negeri Nomor 500/3231/SJ Tanggal 19 Juli 2017 tentang Tindak 

Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 menyatakan 

Pemerintah Kabupaten/Kota diminta segera melakukan Pencabutan 

Peraturan Daerah terkait dengan Izin Gangguan dan Pungutan Retribusi Izin 

Gangguan dan Surat Edaran Bupati Pakpak Bharat Nomor 1351/SE/PM-

PPTSP/X/2017 tentang Penghentian Pungutan Atas Retribusi Izin Gangguan 

(HO), sehingga perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 

Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi  Perizinan Tertentu (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pakpak Bharat  Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 91) sebagaimana telah 

diubah  dengan  Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11 Tahun 2010 

tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak 

Bharat  Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Pakpak Bharat Nomor 118). 

 

II. PASAL DEMI PASAL  

 

Pasal I 

  Cukup jelas 

Pasal II 

  Cukup Jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 144 
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